5.1

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang

sudah dilakukan di PT. Alba Medika pada tanggal 18 Agustus 2020 -
28 Agustus 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

5.2

PKPA di PT. Alba Medika dapat meningkatkan pemahaman
calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung
jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di
Apotek.

PKPA dapat membekali calon Apoteker agar memiliki
wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Calon Apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan
mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat
dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi
komunitas di Apotek.

PKPA dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam
memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
Calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang

permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan PKPA di PT.

Alba Medika adalah:

1.

Calon Apoteker hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan

banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu mengenai
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obat-obatan, pelayanan, perundang-undangan, dan sistem
manajemen sebelum pelaksanaaan PKPA.

Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk
menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di apotek
dengan didampingi oleh Apoteker Penanggung Jawab ataupun
Pendamping agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan
mengenai keadaan di lapangan.

Apoteker sebaiknya lebih mengenalkan diri sebagai Apoteker
pada saat ingin memulai KIE dan menyampaikan terapi non
farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta
menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang didapat oleh

pasien.
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